WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ; TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a.

KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan  Unit Pelaksana  Teknis bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis
(UPTD);

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan
kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

! huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
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m Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan ummm |

Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
5 - Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubik
et Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
; Negara Nomor 5234);
' i 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
i Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
e Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
; ‘l‘almn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pentaan Organisasi

Perangkat Daerah;

-; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sejenis Rumah Tangga;

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 4);

14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka
Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor
25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
TERPADU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA.
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dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan  akibat
pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha : dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. '
(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman terdiri dari:
a. Unit PeMmma Teknis Pengelolaan Sampah
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(1)

(2)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu pada
\bm g v o ,'...‘,'w:.
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d. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu
Kecamatan Pahandut Wilayah 2 berklasifikasi A dengan
jumlah jam kerja efektif 12.032 per tahun;

e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu
Kecamatan Sabangau berklasifikasi A dengan jumlah jam
kerja efektif 10.612 per tahun;

f. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu
Kecamatan Bukit Batu berklasifikasi A dengan jumlah
jam kerja efektif 10.303 pr tahun; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu
Kecamatan Rakumpit berklasifikasi B dengan jumlah jam
kerja efektif 5.658 per tahun.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional
yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas melalui sekretaris.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5
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mengatur dan mengendalikan standar pengelolaan sampah;
e. menyusun program,  mengkoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penanganan

pengelolaan sampah;
f.  melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala

dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah
Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan UPTD
Pengelolaan Sampah Terpadu;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
clan pengendalian pengelolaan sampah secara terpadu;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan

manajemen mutu UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu;

d. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan;

dan
pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.
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c.

a.

Y

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai

fungsi :

pelaksanaan dan pengawasan operasional pengambilan,
pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS ke
TPA;

pelaksanaan dan pengawasan operasional penyapuan
jalan;

pelaksanaan operasionalisasi sarana dan prasarana
persampahan,;

pelaksanaan pengendalian dan pembinaan kegiatan
pengelolaan persampahan mulai dari sampah RT, TPS
serta TPA,;

melakukan koordinasi dengan  instansi terkait,
pengembangan kerjasama antar UPTD Kecamatan dan
Kemitraan dalam pengelolaan persampahan;

menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap
darurat pada situasi mendesak sebagai akibat kurang
optimalnya operasionalisasi;

menyusun rencana kerja untuk kerjasama dengan pihak
lain dalam rangka pengelolaan persampahan;
melaksanakan pengadministrasian untuk pelaksanaan

operasionalisasi di lapangan; dan

. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan
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e persampahan kepada masyarakat;
et e. melaksanakan koordinasi, kerjasama, rapat-rapat,
EC kunjungan, studi banding mengenai pengelolaan sampah;
7 Rl f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Lo petugas penyapu jalan;

LT g melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
i petugas pengambilan, pengangkutan dan pembuangan
sampah ke TPA;
h. memeriksa dan mengoreksi kinerja bawahan sebagai
bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka
“ pengembangan karir;
i. melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan;
j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Pengelolaan Sampah Terpadu mempunyai tugas
o pokok :
B - 5 a. melaksanakan wurusan umum dan perlengkapan,
S kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan
» I pelaporan tugas UPTD; dan
=% bmelaksanakantugasmgasyangd:berikanolehhpﬂg
UPTD sesuai dengan bldang mgaa
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" b. mempelajari ketentuan, peraturan kebijakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan administrasi umum meliputi petunjuk
teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah
tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan
inventarisasi aset di lingkup UPTD;

e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu mempunyai tugas
menyelenggarakan pengendalian pengujian contoh sampel
yang terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup.
lmmkmenyelznmmkan tugas sebagaimana dimaksud pada
: ﬂ‘dﬂmpak Jabatan Fungional melaksanakan M
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(2)

(3)

(4)

menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan S-hdup ltvtl ¥
Palangka Raya dan UPTD disusun standar prosedur kerja
atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta
Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ketentuan mengenai standar posedur kerja atau manual dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan.

Setiap Pimpinan Oganisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kota Palangka Raya dan UPTD wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan
instansi lain diluar pemerintah daeah, sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum
Penyelenggaraan Negara.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dan UPTD wajib
mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing
serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas

har Rakyat da.n Kawasan Permukiman kota Pa.la.ng,ka
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Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana limaksud
pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dok!m
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi
Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Februari 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
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